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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar  Belakang Penelitian 
      
Masalah kependudukan merupakan salah satu sumber masalah sosial yang penting, karena pertambahan penduduk dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan, apalagi jika pertambahannya tersebut tidak terkontrol secara efektif. Akibat pertambahan penduduk biasanya ditandai oleh kondisi yang serba tidak merata, terutama mengenai sumber-sumber penghidupan masyarakat yang semakin terbatas. Pertambahan jumlah penduduk tersebut disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tinggi dibandingkan dengan tingkat kematian yang rendah, dan juga peluang kerja yang sangat kecil sebagai akibat dari perubahan era globalisasi menuju era pasar bebas yang menuntut setiap individu untuk memperjuangkan hidupnya.

Kota Bandung, merupakan salah satu kota besar di Indonesia, yang sekaligus menjadi  Ibu kota Propinsi Jawa Barat. Seperti halnya kota-kota lain yang sedang berkembang di seluruh dunia, Kota Bandung juga merasakan adanya fenomena yang serupa. Perkembangan pesat, seperti berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, sarana hiburan dan sebagainya tak pelak mendorong para urban untuk mengadu nasib di kota ini. Bagi mereka yang mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup, bukan tidak mungkin mereka mampu bertahan dikota ini. Tetapi sebaliknya, bagi mereka yang belum beruntung bukan tidak mungkin pula mereka menyambung hidupnya dengan menjadi gelandangan dan pengemis atau pengemis.
Menurut Justin M. Sihombing (2005:79) munculnya gelandangan dan pengemis secara struktural dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang menimbulkan dampak berupa terasingnya sebagian kelompok masyarakat dari sistem kehidupan ekonomi. Kaum gelandangan dan pengemis membentuk sendiri sistem kehidupan baru yang kelihatannya berbeda dari sistem kehidupan ekonomi kapitalistis. Munculnya kaum gelandangan dan pengemis ini diakibatkan oleh pesatnya perkembangan kota yang terjadi secara paralel dengan tingginya laju urbanisasi.

Fenomena laju perkembangan Kota Bandung yang semakin pesat dan cenderung terus meningkat dapat berdampak positif dan juga dapat berdampak negatif. Dampak positif yang dapat diambil yaitu semakin majunya kota Bandung yang ditandai dengan banyaknya pembangunan di berbagai sektorbaik infrastruktur dan sarana-sarana pendukung lainnya sehingga dapat menarik minat wisatawan atau masyarakat dari luar Kota Bandung untuk datang ke kota Bandung. Sedangkan salah satu dampak negatif yang nyata terasa adalah pertambahan jumlah penduduk yang semakin pesat yang tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhannya sehingga berimbas terhadap aspek-aspek kehidupan yang lain. Dalam Perda Kota Bandung Nomor : 11 tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan, dalam pasal 15 – pasal 18 diatur mengenai ketentuan Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan penertiban terhadap beberapa diantaranya mencakup anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis, selain itu juga perlunya diselenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila, mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen, dan tuna susila dan orang yang terlantar ke daerah asalnya. Namun, pada kenyataannya sama seklai tidak ada perhatian yang nyata dari pemerintah setempat.
Menyikapi permasalahan tersebut diperlukan suatu peraturan dan tindakan tegas untuk melakukan penanganan terhadap gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Bandung. Tindakan penanganan gelandangan dan pengemis didasari atas suatu kebijakan publik, yaitu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. merujuk kepada peraturan dalam penanganan gelandangan dan pengemis diantaranya adalah Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan (K3).

Kebijakan publik tersebut tidak serta merta dibuat, namun perlu adanya implementasi agar kebijakan tersebut dapat berjalan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan perlu dilaksanakan agar kebijakan yang dimaksud benar-benar dapat berjalan efektif untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi dan berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan atau tujuan yang diinginkan.
Permasalahan gelandangan dan pengemis telah masuk ke dalam permasalahan ketertiban umum, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No.04 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, dibentuklah suatu organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksana Peraturan Daerah. Berdasarkan Keputusan Walikota Bandung No. 511.23/Kep.1779-Huk/2003 Tentang Pembentukan Tim Penertiban Dan Penataan Gelandangan dan pengemis Kota Bandung, menjelasakan bahwa pada susunan Tim Penertiban Dan Penataan Gelandangan dan pengemis Kota Bandung, pelaksana harian operasional dilapangan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong PrajaKota Bandung.

Keputusan Walikota Bandung No. 511.23/Kep.1322-Huk/2001 Tentang Lokasi Bebas Dari Kegiatan Gelandangan dan pengemis di Kota Bandung, menegaskan tentang lokasi yang tidak boleh digunakan untuk berkeliaran. Lokasi bebas dari kegiatan gelandangan dan pengemis ini dikenal dengan kawasan 7 titik, yaitu antara lain:

1. Kawasan Alun-alun kota Bandung termasuk kawasan mesjid Raya Bandung
2. Jl. Daem Kaum dan Jl. Dewi Sartika

3. Jl. Kepatihan

4. Jl. Asia-Afrika

5. Jl. Otto Iskandardinata, mulai dari pintu kereta api sampai dengan Tegallega

6. Jl. Jendral Sudirman

7. Jl. Merdeka (BIP), mulai dari persimpangan Jl. Ir. H. Juanda dan Jl. L.L.R.E Martadinata (Riau) sampai dengan Jl. Aceh.

Mempertimbangkan jumlah lokasi bebas dari kegiatan gelandangan dan pengemisyang berjumlah 7 titik, maka untuk memfokuskan pembahasan ini peneliti memilih beberapa tempat dalam pembahasan penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Adapun lokasi yang dipilih adalah 1 titik lokasi bebas dari kegiatan gelandangan dan pengemis dari keseluruhan 7 titik lokasi bebas dari kegiatan gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Bandung.

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah kawasan Alun-alun Kota Bandung dan yang meliputi halaman Masjid Raya Propinsi Jawa Barat, Alun-alun sebelah selatan dan Jl. Alun-alun timur. Peneliti merasa tertarik untuk memilih kawasan Alun-alun Kota Bandung dan sekitarnya karena keberadaan lokasi tersebut sebagai pusatnya Kota Bandung yang memiliki nilai sejarah yang cukup kuat berkaitan dengan perkembangan Kota Bandung sejak zaman dulu, kawasan Alun-alun Kota Bandung sebagai pusat Kota Bandung juga dapat berperan sebagai simbol Kota Bandung pada umumnya, di kawasan Alun-alun Kota Bandung juga terdapat Masjid Raya Propinsi Jawa Barat yang selain berfungsi sebagai tempat ibadah juga berfungsi sebagai objek wisata religi yang memiliki daya tarik bagi masyarakat (wisata keluarga) dari Kota Bandung maupun dari luar Kota Bandung, di kawasan Alun-alun Kota Bandung sebelah selatan juga terdapat Pendopo sebagai rumah dinas dari Walikota Bandung. Tetapi sekarang ini di kawasan Alun-alun Kota Bandung banyak terdapat gelandangan dan pengemis yang tidak tertib dan berkeliaran seenaknya sehingga memberikan kesan yang kumuh dan mengganggu kebersihan dan keindahan kota, banyak gelandangan dan pengemis yang melanggar peraturan, khususnya peraturan tentang lokasi kawasan Alun-alun dan sekitarnya yang harus bebas dari kegiatan berkeliaran para gelandangan dan pengemis.

Mengingat keberadaan lokasi kawasan Alun-alun Kota Bandung dan sekitarnyasebagai pusat kota Bandung, sebagai ruang publik yang sering digunakan masyarakat dan sebagai objek wisata religi serta bersebelahan dengan Pendopo atau rumah dinas dari Walikota Bandung, maka keberadaan gelandangan dan pengemis di kawasan tersebut harus ditangani dan ditertibkan agar di kawasan Alun-alun Kota Bandung dan sekitarnya dapat tercipta suatu kondisi yang tertib, kondusif dan tertata dengan baik, khususnya untuk mewujudkan kawasan Alun-alun Kota Bandung dan sekitarnya menjadi bersih dan indah serta untuk mewujudkan Kota Bandung sebagai kota jasa.
Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada Seksi Penertiban Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, peneliti menemukan permasalahan belum optimalnya efektivitas kerja pegawai. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut:

Pertama yaitu penertiban gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh pegawai Seksi Penertiban Bidang Operasional belum menunjukkan nilai keberhasilan. Hal ini terlihat dari masih adanya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di kawasan Alun-alun Kota Bandung dan sekitarnya.Contohnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Operasional, diketahui bahwa upaya penertiban gelandangan dan pengemis di kawasan Alun-alun kota Bandung dan sekitarnya dilakukan melalui razia rutin setiap hari mulai dari pagi hari sekitar pukul 10.00 sampai dengan siang hari sekitar pukul 15.00.Tetapi razia rutin yang dilakukan belum menunjukkan keberhasilan yang dibuktikan dengan masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran. Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa gelandangan dan pengemis masih banyak yang berkeliaran, seperti di halaman depan Masjid Raya Propinsi Jawa Barat, di Alun-alun kota Bandung sebelah selatan, dan di bahu jalan Alun-alun timur. Untuk memperjelas permasalahan tersebut, peneliti mendokumentasikan bukti visual berupa gambar di bawah ini
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Gambar 1.1

(Gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di halaman depan Masjid Raya Propinsi Jawa Barat, didokumentasikan  17 Januari  2019)
      
Indikasi yang kedua yaitu pegawai Seksi Penertiban Bidang Operasional tidak tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaan.Contohnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Operasional dan berdasarkan prosedur tetap (PROTAP) operasional tentang cara pelaksanaan ketertiban umum, diketahui bahwa sebelum dilakukan tindakan penertiban gelandangan dan pengemis maka terlebih dahulu harus dilakukan sosialisasi produk hukum (peraturan daerah) dan adanya penetapan waktu pelaksanaan sosialisasi,selama ini pola sosialisasi yang dilakukan berdasarkan 3 tahapan.
Tabel 1.1
Tahapan Sosialisasi Penertiban Gelandangan dan pengemis

	Tahapan

 Sosialisasi
	Bentuk Sosialisasi
	Jangka Waktu Yang Ditetapkan

	Tahapan ke-1
	Himbauan/peringatan kepada GEPENG untuk tidak berkeliaran
	7 hari

	Tahapan ke-2
	Himbauan/peringatan kepada GEPENG untuk tidak berkeliaran
	7 hari

	Tahapan ke-3
	Himbauan/peringatan kepada GEPENG untuk tidak berkeliaran
	7 hari

	Tahapan ke-4
	Penertiban  GEPENG yang berkeliaran untuk dibawa ke panti sosial
	3 hari


(Sumber : Data Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Tahun 2019)
Masalah yang terdeteksi di atas, peneliti menduga disebabkan oleh implementasi kebijakan yang belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

Pertama yaitu kurangnya sumberdaya yang dimiliki. Sumberdaya  yang dimaksud mencakup faktor-faktor yang mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan seperti sumberdaya manusia mencakup jumlah pegawai/personil, sumberdaya sarana dan prasaranapegawai serta sumber dana yang dimiliki. Contohnya sumberdaya manusia yang dimiliki oleh pegawai Seksi Penertiban Bidang Operasional dalam upaya penertiban gelandangan dan pengemis masih sangat kurang, jumlah pegawai/personil yang dimiliki hanya berjumlah 139 orang dan jumlah pegawai/personil tersebut bukan hanya melakukan tugas untuk menertibkan gelandangan dan pengemis saja dan mencakup wilayah Kota Bandung secara keseluruhan serta dihadapkan pada jumlah gelandangan dan pengemis yang semakin banyak,kemudian keterbatasan sumberdaya sarana dan prasarana pegawai yang dimiliki masih kurang.
Indikator yang kedua yaitu disposisi, karakteristik pegawai di lapangan cenderung kurang bersikap tegas terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan pelanggaran. Contohnya untuk mensukseskan penertiban gelandangan dan pengemis, pegawai Seksi Penertiban Bidang Operasional telah membangun pos di samping kawasan Alun-alun kota Bandung, beberapa pegawai/personil dan kendaraan operasional pun selalu stand by di kawasan Alun-alun Kota Bandung. Tetapi berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan, bahwa kenyataan di lapangan pegawai/personil yang ada di kawasan Alun-alun Kota Bandung hanya berjaga-jaga di pos, ada juga yang hanya duduk sambil mengobrol di dalam kendaraan operasional, di sekitar taman dan di trotoar sebelah selatan kawasan Alun-alun Kota Bandung tanpa menegur, menindak tegas atau melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di kawasan tersebut. Hal ini tentu saja menunjukkan sikap yang tidak tegas dari pegawai sehingga memberikan keleluasaan kepada gelandangan dan pengemis untuk tetap berkeliaran. 
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul: Pengaruh Implementasi  Kebijakan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Seksi Penertiban Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
1.2 Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian, sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Seksi Penertiban Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung secara parsial (masing-masing dimensi)?
2. Seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Seksi Penertiban Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung secara simultan ( pengaruh secara keseluruhan)?
1.3  Tujuan Penelitian

a. Mendeskripsikan dan Menganalisis Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Seksi Penertiban Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung secara parsial.
b. Mendeskripsikan dan Menganalisis Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Seksi Penertiban Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung secara simultan.
1.4  Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan teoritis yang berdasarkan pertimbangan kontekstual dan konseptual dan kegunaan praktis digunakan untuk perbaikan bagi lembaga/instansi yang bersangkutan. Adapun kegunaan penelitian ini dapat dijelaskan, sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis. Hasil  penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kebijakan publik dan efektivitas kerja. 
b. Kegunaan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan serta pertimbangan  terhadap Seksi Penertiban Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam konteks implementasi kebijakan dalam mempengaruhi efektivitas kerja pegawai.[image: image3.png]
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